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HALAMAN ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan (formulasi) Pasal 105 sampai 

109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi. Rumusan masalah yang diajukan 

adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan Pasal 105-109 KUHPM 

tentang tindak Pidana Insubordinasi?; Sejauh mana keefektifan dan keefisenan 

peraturan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum) mengenai kebijakan formulasi 

Pasal 105-109 Tentang Tindak Pidana Insubordinasi?; dan Bagaimana kebijakan 

reformulasi tentang tindak pidana Insubordinasi dimasa mendatang (ius 

constituendum)?. Jenis penelitian penulis buat adalah penelitian normatif. Dalam 

mengumpulkan data penelitian penulis lakukan dengan cara studi pustaka, dan 

wawancara pada para pihak yang pernah menangani tindak pidana Insubordinasi. Hasil 

penelitian ini adalah: Pertama, Pasal Insubordinasi dibuat untuk menjaga kehormatan 

dan kewibawahan terhadap atasan, kedua kurang efektifnya bahkan tidak efisien sama 

sekali pengaturan tindak pidana Insubordinasi pada saat ini, dan yang terakhir perlunya 

reformulasi terkait tindak pidana Insubordinasi bukan hanya Pasal yang mengatur juga 

bentuk sanksi yang tepat agar pelaku mengalami efek yang jerah, dan prajurit lain yang 

tidak pernah melakukan tindak pidana Insubordinasi takut untuk melawan atasannya. 

Rekomendasi pada penelitian ini hendaknya di setiap pasal memuat Hak Asasi Manusia, 

dan memahami perkembangan zaman yaitu mengenai pemanfaatan teknologi, terutama 

pasal 105 KUHPM ancaman yang semula hanya terbatas ancaman langsung melalui 

pembaharuan diharapkan bentuk ancaman terhadap atasan dikemudian hari bisa dengan 

ancaman melalui sarana media sosial. 

Kata Kunci: Kebijakan, Formulasi, Reformulasi, Tindak Pidana Insubordinasi. 

 

 

 

 

 

 


